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Abstrak

Penegakan hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
merupakan aspek penting dalam menjaga kejelasan status kewarganegaraan dan perlindungan hak-hak
warga negara di Indonesia. Undang-undang ini dibuat sebagai jawaban atas kebutuhan pembaruan
Pengaturan kewarganegaraan yang bersifat lebih inklusif serta mampu menyesuaikan diri dengan peru-
bahan sosial, politik, dan tantangan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif
pelaksanaan UU tersebut dalam konteks hukum dan praktik administratif, serta mengidentifikasi kendala
yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan
analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2006 menyediakan
kerangka hukum yang komprehensif, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait
birokrasi, kurangnya pemahaman aparat, dan kompleksitas kasus kewarganegaraan ganda, Oleh karena
itu, diperlukan penguatan sistem administrasi kewarganegaraan, peningkatan literasi hukum bagi masyara-
kat dan peningkatan sosialisasi agar penegakan hukum kewarganegaraan lebih efektif, serta perlindungan
hak warga negara dapat terjamin secara optimal.
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Abstract

Law enforcement in the implementation of Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship is a crucial aspect
in maintaining clarity regarding citizenship status and protecting citizens' rights in Indonesia. This law
was enacted in response to the need for reforms to citizenship regulations that are more inclusive and
adaptable to social, political, and global changes. This study aims to assess the effectiveness of the law's
implementation within the legal and administrative contexts and identify the obstacles encountered in its
implementation. The research method uses a normative juridical approach and empirical analysis. The
results indicate that although Law No. 12 of 2006 provides a comprehensive legal framework, challenges
remain in law enforcement, particularly related to bureaucracy, lack of understanding of officials, and
the complexity of dual citizenship cases. Therefore, strengthening the citizenship administration system,
increasing legal literacy among the public, and increasing outreach are necessary to ensure more effective
enforcement of citizenship law and optimally protect citizens' rights.
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PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan fondasi
utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di
sebuah negara, termasuk dalam hal pengaturan
kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hadir se-

bagai kebutuhan pembaruan regulasi kewarga-
negaraan yang lebih adaptif dan inklusif di tengah
perkembangan sosial-politik serta dinamika
global. UU ini mengatur secara sistematis hak
dan kewajiban warga negara, sekaligus mem-
berikan kepastian hukum mengenai status kewar-
ganegaraan. Namun, dalam pelaksanaan dan
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penegakan hukum berdasarkan UU ini dihadap-
kan pada berbagai tantangan, seperti kompleksi-
tas administrasi dan pemahaman aparat yang be-
ragam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan
kajian mendalam mengenai bagaimana UU ini
diimplementasikan dan bagaimana penegakan
hukumnya dapat ditingkatkan agar hak kewarga-
negaraan warga negara dapat terlindungi secara
optimal.

Tantangan utama dalam implementasi UU
ini meliputi kendala administratif yang rumit dan
berbelit-belit, yang seringkali menghambat
proses pengajuan dan pemrosesan kewarganega-
raan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lem-
baga terkait seperti Kemenkumham, Kemenlu,
dan Kemendagri menyebabkan data kewarga-
negaraan menjadi tidak akurat dan pelayanan
publik terganggu. Tidak kalah penting, pema-
haman yang terbatas dari aparat dan masyarakat
terhadap konsekuensi hukum, khususnya dalam
konteks kewarganegaraan ganda dan perkawinan
campuran, menimbulkan hambatan signifikan da-
lam pelaksanaan UU. Oleh sebab itu, perlu
adanya perbaikan dalam administrasi, penguatan
koordinasi antar lembaga, serta peningkatan so-
sialisasi agar implementasi UU ini dapat berjalan
secara efektif dan melindungi hak warga negara
secara menyeluruh.

Selain itu, prosedur administrasi yang
kompleks sering kali menimbulkan keterlam-
batan dan kebingungan bagi pemohon kewarga-
negaraan, yang berujung pada ketidakpastian sta-
tus hukum mereka. Kasus-kasus seperti kewarga-
negaraan ganda yang tidak terdeteksi atau ku-
rangnya pendaftaran anak-anak berkewarga-
negaraan ganda menjadi contoh nyata dampak
kurang optimalnya pelaksanaan UU. Untuk
mengatasi hal ini, diperlukan modernisasi sistem
administrasi dan pemanfaatan teknologi infor-
masi agar data kewarganegaraan dapat terin-
tegrasi dengan baik antar lembaga. Selanjutnya,
peningkatan pemahaman masyarakat mengenai
hak dan kewajiban terkait kewarganegaraan san-
gat penting agar setiap individu dapat mengakses
haknya tanpa adnya hambatan. Lebih jauh lagi,
kurangnya koordinasi dan komunikasi efektif an-
tar kementerian terkait sering kali menyebabkan
ketidaksesuaian data dan kebijakan yang memb-
ingungkan masyarakat. Hal ini juga berdampak

pada perlindungan hukum bagi anak-anak hasil
perkawinan campuran yang status kewarganega-
raannya belum teregistrasi dengan benar. Oleh
karena itu, pembaruan regulasi dan kebijakan
pendukung yang responsif terhadap perkem-
bangan sosial sangat dibutuhkan guna mem-
perkuat pelaksanaan UU ini secara menyeluruh
dan berkeadilan

Pemerintah Indonesia telah mengambil
langkah-langkah strategis melalui rapat koordi-
nasi dan penyusunan regulasi terpadu yang meli-
batkan kementerian seperti Kemenkumham, Ke-
menlu, dan Kemendagri, guna menyederhanakan
aturan dan memperkuat sinergi antarlembaga
(Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Salah
satu inisiatif utama adalah implementasi Sistem
Administrasi ~ Kewarganegaraan  Elektronik
(SAKE), yang memfasilitasi pendaftaran dan
verifikasi kewarganegaraan secara digital untuk
mengurangi birokrasi yang rumit, schingga
memberikan kepastian hukum dan layanan yang
lebih cepat serta akuntabel, terutama dalam me-
nangani status kewarganegaraan (Direktorat Jen-
deral Imigrasi dan Kewarganegaraan, 2022). Me-
lalui SAKE, masyarakat dapat mengajukan
permohonan online seperti pernyataan memilih
kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan
ganda, permohonan memperoleh kembali kewar-
ganegaraan, dan permohonan surat keterangan
kehilangan kewarganegaraan, dengan proses
yang sebelumnya berhari-hari kini dipercepat
menjadi beberapa hari atau bahkan jam (Jurnal
Administrasi Publik Indonesia, 2023).

Sistem ini juga menawarkan akses mudah
bagi warga negara Indonesia di dalam dan luar
negeri tanpa batasan ruang waktu, meningkatkan
efisiensi administratif dan memperkuat perlin-
dungan hak kewarganegaraan secara menyeluruh
dan adil (Kementerian Hukum dan HAM RI,
2024). Adapun layanan SAKE mencakup enam
jenis permohonan utama, mulai dari pernyataan
memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak
berkewarganegaraan ganda hingga permohonan
kehilangan kewarganegaraan atas permintaan
sendiri kepada Presiden, dengan verifikasi doku-
men digital yang memudahkan pemohon dan
mempercepat penerbitan keputusan (Direktorat
Jenderal Imigrasi dan Kewarganegaraan, 2025).
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Dengan demikian, SAKE tidak hanya
mempermudah akses layanan tetapi juga menja-
min transparansi dan akuntabilitas dalam admin-
istrasi kewarganegaraan, menjadi tonggak pent-
ing untuk meningkatkan kualitas pelayanan pub-
lik dan menjawab kompleksitas hukum kewarga-
negaraan di era digital. Selain itu, sistem ini
memungkinkan pemrosesan permohonan yang
biasanya berhari-hari diselesaikan dalam 10 hari
sejak dokumen lengkap diterima, dengan legal-
isasi dokumen dalam hitungan jam, serta men-
jangkau warga negara di luar negeri tanpa ke-
hadiran fisik, sehingga mempercepat pelayanan,
meningkatkan efisiensi, dan memperkuat perlin-
dungan hak kewarganegaraan secara luas dan
berkeadilan.

Adapun beberapa permasalahan yang ada-
lah sebagai berikut:

1.Bagaimanakah efektivitas penegakan
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam
konteks perlindungan hak warga negara di Indo-
nesia?

2.Apa saja kendala dan tantangan yang
dihadapi dalam pelaksanaan dan implementasi
UU Kewarganegaraan, khususnya terkait admin-
istrasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah?

METODELOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan un-
tuk mengkaji dan menganalisis penerapan Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan dari segi penegakan hukum
dan implementasinya. Pendekatan ini dilakukan
dengan menelaah peraturan perundang-undangan
yang relevan, seperti UU No. 12 Tahun 2006 dan
regulasi pelaksanaannya, serta dokumen hukum
lainnya yang terkait dengan kewarganegaraan.
Selain itu, penelitian ini memanfaatkan studi
kepustakaan (library research) untuk mengum-
pulkan data sekunder dari buku, jurnal, dokumen
resmi, dan literatur hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini juga dilakukan ana-
lisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan
realitas penerapan hukum, kendala yang muncul,
dan upaya peningkatan pelaksanaan UU Kewar-
ganegaraan.

Pendekatan yuridis normatif ini diharapkan
mampu memberikan gambaran menyeluruh
terkait efektivitas regulasi, kendala administratif,
dan peran teknologi administrasi kewarganega-
raan seperti SAKE dalam memperkuat perlin-
dungan hak kewarganegaraan warga negara Indo-
nesia.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum berdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga-
negaraan memainkan peran krusial dalam me-
mastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian
hukum untuk warga negara Indonesia, dengan
regulasi ini dibuat untuk merespons perubahan
sosial, politik, dan global guna melindungi hak
kewarganegaraan secara inklusif dan fleksibel
(Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Na-
mun, dalam penerapannya, UU ini menghadapi
hambatan administratif yang kompleks dan
koordinasi antarlembaga yang belum maksimal,
yang berdampak pada kecepatan dan kualitas
layanan kewarganegaraan. Kendala seperti pem-
ahaman yang terbatas di kalangan aparat dan
masyarakat, serta ketidakcocokan data antar ke-
menterian, memperumit implementasi UU ini,
terlihat dari kasus kewarganegaraan ganda dan
anak dari perkawinan campuran yang belum ter-
catat dengan baik, sehingga memerlukan inte-
grasi sistem administrasi dan sosialisasi yang
lebih intensif agar hak warga negara terlindungi
sepenuhnya (Direktorat Jenderal Imigrasi dan
Kewarganegaraan, 2022).

Salah satu inovasi utama adalah
pengenalan Sistem Administrasi Kewarganega-
raan Elektronik (SAKE), yang memungkinkan
pendaftaran dan verifikasi kewarganegaraan dil-
akukan secara daring, mempercepat proses yang
sebelumnya berhari-hari menjadi hanya beberapa
hari atau jam, sekaligus meningkatkan trans-
paransi dan akuntabilitas dalam administrasi
kewarganegaraan, dengan layanan mulai dari
pengajuan pernyataan memilih kewarganegaraan
bagi anak berkewarganegaraan ganda hingga
permohonan kehilangan kewarganegaraan atas
permintaan pribadi kepada Presiden (Jurnal
Hukum dan Administrasi Negara, 2023).

Penerapan SAKE diharapkan tidak hanya
memudahkan akses bagi masyarakat di dalam dan
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luar negeri, tetapi juga sebagai strategi untuk
mengatasi kompleksitas hukum kewarganega-
raan di era digital, memberikan pelayanan yang
lebih cepat, efisien, dan adil, serta memperkuat
perlindungan hak kewarganegaraan warga negara
Indonesia. Keberhasilan UU Nomor 12 Tahun
2006 bergantung pada inovasi administratif
berkelanjutan, koordinasi lintas lembaga, dan so-
sialisasi menyeluruh agar setiap warga negara
dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa
rintangan (Kementerian Hukum dan HAM RI,
2024).

Dengan demikian, penegakan hukum yang
efektif dan implementasi yang tepat dari UU ini
menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas
negara dan memastikan keadilan bagi semua
warga negara Indonesia di tengah dinamika za-
man.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpul-
kan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan merupakan
aturan yang sangat penting, yang menyediakan
kerangka hukum yang adaptif dan inklusif dalam
mengatur hak serta kewajiban warga negara Indo-
nesia. Walaupun undang-undang ini memiliki da-
sar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih
menemui berbagai kendala, terutama pada aspek
kompleksitas administrasi, koordinasi antar lem-
baga, dan pemahaman baik dari aparat maupun
masyarakat mengenai kewarganegaraan, khu-
susnya mengenai kewarganegaraan ganda dan
anak dari perkawinan beda kewarganegaraan.

Penerapan Sistem Administrasi Kewarga-
negaraan Elektronik (SAKE) merupakan langkah
strategis yang meningkatkan efisiensi, trans-
paransi, dan akuntabilitas dalam pelayanan
kewarganegaraan, sechingga mempercepat proses
administrasi dan mempermudah akses masyara-
kat, termasuk warga negara yang tinggal di luar
negeri. Sinergi antar kementerian serta pemba-
ruan regulasi pendukung menjadi hal krusial un-
tuk mengatasi tantangan yang ada dan mengopti-
malkan perlindungan hak-hak warga negara.
Oleh karena itu, peningkatan pelaksanaan UU
No. 12 Tahun 2006 secara menyeluruh dan adil
sangat penting untuk menjamin keadilan dan

kepastian hukum mengenai kewarganegaraan di
Indonesia.

Kesimpulan modernisasi administrasi, pen-
guatan koordinasi lintas lembaga, dan pening-
katan sosialisasi menjadi hal utama agar hak
kewarganegaraan dapat dinikmati sepenuhnya
oleh seluruh warga negara Indonesia.
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